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Abstrak 

Sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap daerah 3T terdepan, terluar, tertinggal 

pemerintah mengadakan program Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 

yang didasarkan pada Perpres Nomor 186 Tahun 2014. Tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembahasan ini adalah mengetahui bagaimana pemberdayaan komunitas adat terpencil 

berdasarkan Perpres Nomor 186 Tahun 2014 dan implementasi pelaksanaannya di Kabupaten 

Berau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis 

penelitian Deskriptif. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemberdayaan komunitas adat 

terpencil di kampung maluang sudah berjalan cukup baik sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku, namun masih  ditemui faktor-faktor penghambat seperti Jauhnya jarak 

dan geografis daerah perbatasan dari pusat layanan sosial, pusat Kesehatan dan pusat 

Pendidikan serta belum adanya akses listrik dan jaringan telekomunikasi di lokasi KAT. Selain 

faktor tersebut ditemui juga Jauhnya jarak tempat tinggal antar warga dan Pembangunan 

kawasan baru untuk permukiman, sekolah, dan sebagainya tidak dibawah kewenangan 

Kementrian Sosial tetapi PUPR. 

Kata kunci : Komunitas Adat Terpencil, Pemberdayaan Sosial, Perpres Nomor 186 Tahun 

2014 
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Abstract 

As a manifestation of the government's attention to the frontier, outermost, and lagging 3T 

areas, the government held a Remote Indigenous Community Empowerment Program based 

on Presidential Decree Number 186 of 2014. The goal to be achieved in this discussion is to 

find out how to empower remote indigenous communities based on Presidential Decree 

Number 186 of 2014 and implementation of its implementation in Berau District. The research 

method used in this research is empirical juridical. Types of descriptive research. The data 

analysis method used by the author is qualitative analysis. The results of the study show that 

the implementation of the empowerment of remote indigenous communities in the village of 

Maluku has been going quite well according to the applicable laws and regulations, but there 

are still inhibiting factors such as the distance and geographic border areas from social service 

centers, health centers and education centers and not yet there is access to electricity and 

telecommunications networks at the KAT location. In addition to these factors, it was also 

found that the distance between residents and the construction of new areas for settlements, 

schools and so on was not under the authority of the Ministry of Social Affairs but the PUPR. 

Keywords: Remote Indigenous Communities, Social Empowerment, Presidential 

Regulation Number 186 of 2014 
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